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ABSTRAK 

 

Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah. 201910115326. Pemenuhan Hak Kompensasi dan 

Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Restitusi sebagai hak korban karena pemahaman arti dari korban itu sendiri adalah 

suatu pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana adalah pemahaman 

yang mendasar. Pengertian tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan protokol 

untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama 

perempuan dan Anak-Anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa 

menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi, dalam Pasal 3 dijelaskan 

bahwa: “Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan denngan penelitian yuridis-normatif. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin 

atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini metode analisis bahan 

hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan 

undang-undang yang berlaku apakah bertentangan dengan das sollen dan das sein 

dengan menggunakan bahan hukum Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak 

Anak, Pasal 28 B Ayat (2) Tentang Hak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh, 

Berkembang, Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi, Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini yang pertama, maka 

pengaturan terhadap hak kompensesi dan Restitusi terhadap Anak korban tindak 

pidana perdagangan orang dapat di temukan dalam aturan undang-undang seperti: 

UU, TPPO, UU HAM dan UU PSK, masalah hak kompensasi dan restitusi di atur 

dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mekanisme pengajuan restitusi 

dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian 

setempat dan ditangani oleh penyidik. Penuntut umum memberitahukan kepada 

korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum 

menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana 

perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penyusun 

terhadap Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi 

Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN 

Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke terjadi disparitas pidana dalam 

hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama. Kedua, Pemenuhan Hak 

Kompensasi dan Restitusi terhadap Anak korban Tindak Pidana Perdagangan 

Orang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam 

contoh kasus Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi 

Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN 

Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke 

 

Kata Kunci  : Hak Kompensasi, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Pemenuhan Hak.., Jorghy Rivaldi Adi Nasrulloh, Fakultas Hukum, 2024
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ABSTRACT 

 

Jorghy Rivaldi Adi Nasrullah, 201910115326. Fulfillment of Compensation and 

Restitution Rights for Children as Victims of Human Trafficking Crimes. 

Restitution as the right of victims, due to the understanding of the meaning of a 

victim itself, is a fundamental concept. The definition of human trafficking crimes 

according to the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2009 concerning the 

ratification of the protocol to prevent, suppress, and punish human trafficking, 

especially women and children, complements the United Nations convention 

against organized transnational crimes. In Article 3, it is explained that: "Human 

trafficking means recruitment, transportation." The methods used in this research 

are conducted with juridical-normative research. The juridical-normative 

approach discusses doctrines or principles in legal science. In this research, the 

method of legal material analysis is used by examining and describing the existing 

cases based on applicable laws, whether they contradict das sollen and das sein, 

using the legal material of the UN Convention on the Rights of the Child of 1989, 

Article 28B Paragraph (2) on the Right to Survival, Growth, Development, 

Protection from Violence and Discrimination, Law Number 21 of 2007 concerning 

the Eradication of Human Trafficking Crimes, and the Criminal Code. The results 

of this research, firstly, the regulations regarding compensation and restitution 

rights for child victims of human trafficking crimes can be found in legal rules such 

as: Criminal Code, TPPO (Criminal Procedure Code), Human Rights Law, and 

Prostitution Law. The issue of compensation and restitution rights is regulated in 

Article 48 Paragraph 1 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of 

Human Trafficking Crimes. The mechanism for filing restitution is carried out from 

the moment the victim reports the case to the local police and is handled by 

investigators. The public prosecutor informs the victim of their right to file 

restitution, then the public prosecutor conveys the amount of loss suffered by the 

victim due to human trafficking crimes. Based on the research results conducted by 

the author on the Decision of Case Number 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg In the Case 

of Yopi Nalle And Erduadus Kokke, it is found that there is criminal disparity, 

namely the application of different penalties. Secondly, the fulfillment of 

compensation and restitution rights for child victims of human trafficking crimes 

has not been implemented well until now. This can be seen in the example of the 

case Decision Number 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg in the Case of Yopi Nalle And 

Erduadus Kokke. In the Case Number 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg In the Case of Yopi 

Nalle And Erduadus Kokke 

 

Keywords: Compensation Rights, Restitution, Human Trafficking Crimes. 
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